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tLJ’nd.fu*ig JJﬂﬂang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan
' Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik
"lndoncsxa Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah di ubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah [stimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesian
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara !

Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

ia| Tahun 2014
epublik Indohesia
rapa-kali terakhir
2015 tentang
ndang+ Undang Nomor 23 Tahun
ah Daerah (Lembaran Negara
S “Tafiun 2015 Nomor 58, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 5679);
enferintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
210,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4029);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik,

Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

l g Pemerintah
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Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia
Tahun 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tammbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Lapors
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Perferintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban _Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daetfah [dan Informasi
3 ; 1 Masyarakat
19 Nomor

Taliun 2011 tentang

qtiira ¢ sundangan (Lembaran
depuh E i j 2014 Nomor 199}
ah-dengan Peraturan Presiden Nomor
) ang Perubahan atas Peraturan Presiden
dhufl 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186) ;

,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang |

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
ddiubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah!
(Lembaran Daerah Kabupaaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaaten
Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Nomor 1};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 No 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2021 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2022 Nomor 4).
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Pasal 1

Pértanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan
Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan

Keuangan memuat:

neraca;

Eoe oo g

laporan realisasi anggaran;
laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan
catatan atas laporan keuangan.

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seluruh
Desa di Wilayah Kabupaten Jember.




Pasal 2

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten jember Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut : (LRA)
a. Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 3.715.160.123.903,32
b. Realisasi Belanja sebesar Rp. 4.163.361.602.016,37

Defisit sebesar Rp. (448.201.478.113,05)
¢. Realisasi Pembiayaan

- Penerimaan sebesar Rp. 569.539.425.820,96

- Pengeluaran sebesar  Rp. 0,00

Pembiayaan Netto sebesar Rp. 569.539.425.820,96

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun

berkenaan (SILPA) Rp. 121.337.947.707,91
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran tesebut diatas adalah sebagai berikut :
(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan
Rp.137.081.607.358,68 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih kurang

(2) Selisih Anggaran dengs

4.421.761.557.082,00
Rp. 4.163.361.602.016,37

Rp. (258.399.955.065,63)

Realisasi Defisit sejumlah
. ,95 dengan rincian sebagai berikut :

a. i elah perubahan Rp. (569.519.825.820,00)
i Rp. (448.201.478.113,05)

Selisih lebih

Rp. 121.318.347.706,95

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah
Rp.19.600.00,96 dengan rincian sebagai berikut :
a. Penerimaan

1. Setelah Perubahan Rp. 569.519.825.820,00
2. Realisasi Rp. 569.539.425.820,96
Selisih lebih Rp. 19.600.000,96

b. Pengeluaran
1. Setelah Perubahan Rp. 0,00
2. Realisasi Rp. 0,00
Selisih Rp. 0,00

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan neto segjumlah
Rp.19.600.00,96 dengan rincian sebagai berikut :



a. Anggaran pembiayaan neto setelah Rp. 569.519.825.820,00

perubahan
b. Realisasi Rp. 569.539.425.820,96
Selisih lebih Rp. 19.600.000,96

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember Tahun 2022 sebagai
berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 676.617.037.989,86

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp. 569.519.825.820,96
Tahun Berjalan

Jumlah Rp. 107.097.212.169,00
¢. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp. 121.337.947.707,91

Jumlah Rp 228.435.159.876,91

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya Rp  (107.097.21

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir 917.707,91

Desember

Rp. 3
Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasd ( i et 7
Tahun 2022 sebagai berikut :
a. Jumlah Aset 1| ©878:082.501.106,94
b. Jumlah Kewajibar 78.314.390.427,42
¢c. Jumlah Ekail Rp. 6.599.768.110.679,52
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Pasal 6
Rancangan Perg Da€rah Tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Jermiber " Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :
(L,aporan Qpcrasional)
a. _Surplus Operasi:
Pendapatan LO Rp. 3.394.263.561.044,89
Beban Rp. 3.391.571.709.786,11
Surplus dari Operasi Rp. 2.691.851.258,78
b. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- Defisit Non Operasional Rp. (1.666.895.947,85)
c. Pos Luar Biasa :
- Pos Luar Biasa Rp 0,00
d. Surplus LO Rp. 1.024.955.310,93
Pasal 7

Posisi Keuangan Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dalam, Arus Kas Sebagai
Berikut:
a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2022 Rp. 569.519.825.820,96

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 381.107.996.483,86



Arus Kas dari Aktivitas Investasi Rp. (829.309.474.596,91)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp. 19.600.000,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp. 0,00

Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2022 Rp. 122.853.402.288,02
Pasal 8

Posisi Keuangan Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dalam Laporan Perubahan
Ekuitas Sebagai Berikut :

a.
b.
C.

d.

TR MO A0 o

Ekuitas Awal: Rp. 5.323.918.668.199,61
Surplus/ (Defisit) LO Rp. 1.024.955.310,93
Dampak Komulatif Perubahan Rp. 1.274.824.487.167,97

Kebijakan /Kesalahan Mendasar

Ekuitas Akhir

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat

Lampiran 1.3
Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII :
Lampiran VIII :
Lampiran IX :

Rp. 6.599.768.110.679,52

Pasal 9
uruf g

maupun

ifgkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Organisasi;

Rincian APBD yang di klasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian APBD Menurut Urusan pemerintah Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok,
dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Menurut
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan dan Subkegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;




j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana

Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi  Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIIIL: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai
Akhir Tahun 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam
Tahun Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX : [khtisar laporan keuangan Badan Usaha  Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas:

Lampiran XX.1: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD/Perusahaan

Daerah

Lampiran XX1.2 :  Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi)
BUMD/Perusahaan Daerah

» /-’

Pasal 11 P

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perta gjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate Jember

Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut ddr pertan gjawaban
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PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 26 Mei 2023

Nomor : 622./S-HP/XVIIL.SBY/05/2023 Yth. Bupati Jember
Lampiran : Dua Buku di
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Jember

Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait
lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember
Tahun 2022, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan
Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas

Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember dengan memperhatikan kesesuaian laporan
keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas
sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember
Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Hal Lain.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan

keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam

pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

a. Belanja honorarium tidak sesuai ketentuan sebesar Rp537.282.500,00 sehingga
mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp537.282.500,00.

b. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal sebesar Rp134.958.358,17 sehingga
mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp134.958.358,17.

c. Penatausahaan barang milik daerah berupa aset tetap belum sepenuhnya tertib sehingga
mengakibatkan potensi salah saji atas aset tetap karena penggunaan aplikasi yang kurang
mendukung manajemen pencatatan dan penatausahaan barang milik daerah.

b



Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
Bupati Jember, antara lain agar memerintahkan:

a. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium sebesar
RpS13.361.000,00 (Rp537.282.500,00 - Rp23.921.500,00) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

b Kepala Dinas Keschatan dan Kepala Dinas PUBM SDA untuk meningkatkan
pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pada masing-masing
satker yang menjadi tanggungjawabnya dan selanjutnya menginstruksikan PPK terkait
untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp134.958.358,17 sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

¢. Kepala SKPD selaku pengguna barang melaksanakan fungsi inventarisasi pemantauan
dan pengawasan terhadap penatausahaan BMD di lingkungannya; dan

d. Kepala BPKAD segera menerapkan sistem informasi manajemen BMD secara penuh
dan melaksanakan inventarisasi aset.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan
Nomor 54.A/LHP/XVIIL.SBY/05/2023 dan Nomor 54.B/LHP/XVIIL.SBY/05/2023 masing-
masing bertanggal 22 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK
tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh)
hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Jember, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
/REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan Prﬁvms: Jawa Timur,
‘P

M Al CA., CFrA., CSFA
\\m’ 91111291998031002 /

Tembusan:

Yth. Anggota V BPK RI

Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
Yth. Inspektur Utama BPK RI

Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI
Yth. Inspektur Kabupaten Jember
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